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PEMERINTAH  KABUPATEN KAPUAS  HULU 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

NOMOR    8    TAHUN  2010 
 

TENTANG 
 

ADMINISTRASI  KEPENDUDUKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS HULU, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status 

pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa 
penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, perlu 
dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan; 

 
 b. bahwa administrasi kependudukan memiliki nilai penting dan 

strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, 
dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan 
administrasi kependudukan secara terkoordinir dan 
berkesinambungan; 

 
 c. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan, perlu 

dilakukan penataan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten 
Kapuas Hulu yang terdiri dari kegiatan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil; 

 
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud pada huruf 

a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
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 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 

                                                                                                                                                                                             
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 

 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); 

 
5.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

 
6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

 
7.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4386); 

 
8.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);  

 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4674);                                                                        

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan 

Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52), Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3562); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor  37 Tahun  2007 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4736); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

                     
  15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 
 

  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil; 

 
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun  2009 

Tentang Pendaftaran Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan secara Nasional; 

 
  18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 

tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 98); 

 
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2009 

Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu; 

                                                            
                  

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 
 

dan 
 

BUPATI  KAPUAS  HULU 
 

MEMUTUSKAN : 
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Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI   

KEPENDUDUKAN.  
 

 
BAB  I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas Hulu. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 

 
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu yang 

diberikan kewenangan dan tanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di 
bidang Administrasi Kependudukan. 

 
6. Kepala Dinas atau disebut Administrator Data Base adalah pengelolaan penggunaan 

operasional data base dan memonitor back up dan recovery dari data Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan setiap hari. 

 
7. Supervisor adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan 

pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola Sistim Informasi 
Administrasi Kependudukan ( SIAK ) ditingkat Kabupaten atau dibawahnya untuk 
mengusulkan/membatalkan usulan penggunaan Hak Akses. 

 
8. Operator adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entri data, 

cetak dokumen, cetak Informasi dan statistik dan laporan sesuai dengan persetujuan 
supervisor. 

 
9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 

Kapuas Hulu. 
 
10. Camat adalah Camat Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. 
 
11. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah yang berada di bawah Kecamatan sebagai 

perangkat Kabupaten Kapuas Hulu. 
 
12. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. 
                                                                                                                                                                                                           
13. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. 
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14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang berada 
di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. 

 
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di wilayah 

Kabupaten Kapuas Hulu. 
 
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 

dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, 
Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi  Administrasi Kependudukan serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

 
17. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal 

di Indonesia. 
 
18. Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang 

Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kriteria dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
19. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang 

bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. 
 
20. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 
 
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk 

tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang 
terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk 

tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

 
23. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami 

hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana 
alam, kerusuhan sosial, atau orang terlantar. 

 
24. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas 

pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi 
Kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau 
surat keterangan kependudukan. 

 
25. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus 

dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu 
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya 
meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi 
tinggal tetap. 

 
26. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor 

identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang 
yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.                                                                                         

                                                                                                                               


